. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana adalah : hukum yang mempelgjari mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dapat
dihukum (berupa pidana) dan hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan (jenis pidananya).
Hukum Pidana terdiri dari Hukum Pidana Materil (Hukum Pidana) dan Hukum Pidana Formil

(Hukum Acara Pidana).

Hukum Pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap

norma-norma hukum mengenai kepentingan hukum, yaitu :

a Badan peraturan perundangan negara, seperti : negara, lembaga-lembaga negara, pejabat
negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.

b. Kepentingan hukum tiap manusia, seperti : jiwa, raga, kehormatan, kemerdekaan, hak

milik, harta benda dan sebagainya

Jadi hukum pidana mengatur kepentingan umum. Hukum pidana tidak membuat peraturan-
peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum yang lain yang
bersifat kepentingan umum. Setigp serangan atas kepentingan hukum perseorangan di samping
menyangkut urusan hukum perdata, juga adakalanya menjadi urusan hukum pidana, seperti
pencurian, penghinaan dan sebagainya. Hukum pidana bersifat memaksa dan mencegah agar
tidak terjadi perkosaan terhadap hak-hak manusia sebagal anggota masyarakat.

Secara singkat tujuan hukum pidana adalah :

a) Untuk menakut-nakuti setiagp orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.



b) Untuk mendidik orang telah pernah melakukan permbuatan tidak baik menjadi baik dan

dapat diterima kembali dalam lingkungan kehidupannya.

Setelah diketahui mengenai pengertian hukum pidana, selanjutnya akan dilihat mengenai

peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan

yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai

tindak pidanakalau memenuhi unsur-unsur pidananya, yang terdiri dari :

a).

b).

Unsur objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang
menjadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-

undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pel aku (seseorang atau beberapa orang).

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagal suatu tindak pidana, adalah:

a).

b).

Harus ada suatu perbuatan.

Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yagn dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya,
perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku
pada saat itu.

Harus terbukti adanya kesal ahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum
dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang megnatur
tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu

memuat sanksi ancaman hukumannya.



Daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam
pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku ke Il dan pelanggaran
yang ditempatkan dalam Buku ke Ill. Ternyata daam KUHP, tiada satu Pasal pun yang
memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari buku | selau ditemukan
penggunaan istilah tindak pidana, keahatan atau pelanggaran. Kiranya cirri-ciri pembedaan itu
terletak pada penilaian-kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum

dan delik undang-undang.

Beberapa sarjana mengemukakan sebagai dasar pembagian tersebut bahwa delik hukum sudah
sgjak semula dapat dirasakan sebaga tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum
pembuat undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang
baru dipandang/dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, setelah ditentukan

dalam undang-undang.

Sebagai contoh dari delik hukum antara lain adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian,
perkosaan, penghinaan dan sebagainya, dan contoh dari delik undang-undang antara lain adalah
pelanggaran, peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan
pengendalian harga dan lain sebagainya. Sarjana lain yaitu VOS tidak dapat menyetujui
bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-
tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat
dibenarkan oleh masyarakat karena :

a Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal-Pasal 489, 490 KUHP yang justru dapat

dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan



b. Adabeberapa keahatan seperti Pasal-Pasal 303 (main judi), 396 (merugikan kreditur) yang

justru dapat dirasakan sebelumnya sebagal tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kegahatan dan pelanggaran yang dikemukakan adalah pada
berat/ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti
pidana mati atau penjaral/tutupan. Ternyata pendapat ini menemui kesulitan karena pidana
kurungan dan denda diancamkan, baik pada keahatan maupun pelanggaran. Dari sudut
pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-
undang, tidak banyak faedahnya sebagal pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan
berat/ringannya ancaman pidana terhadapnya, seperti yang dikemukakan di atas, sulit untuk
dipedomani. Dalam penerapan hukum positif tiada yang merupakan suatu kesulitan, karena
dengan penempatan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, sudah
cukup sebagai pedoman untuk menentukan apakah sesuatu tindakan merupakan kejahatan atau

pelanggaran.

Mengenai tindak pidanayang diatur dalam perundang-undangan lainnya setingkat dengan KUHP
telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana
yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya (peraturan pemerintah, peraturan-

peraturan gubernur/kepal a daerah dan sebagainya) pada umumnya merupakan pelanggaran.

Kegunaan pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran, kita temukan dalam sistematika KUHP
yang merupakan “buku induk” bagi semua perundang-undangan hukum pidana. Sedangkan
istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Het Strafbare

feit yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti:



a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
b. Peristiwapidana
c. Perbuatan pidanadan

d. Tindak pidana

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengena istilah Het Srafbare feit

antaralain:

a. Rumusan Smon
Simon merumuskan Een Strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya
daam dua golongan unsur, yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang
dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa
kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

b. Rumusan Van Hammel
Van Hammel merumuskan Srafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon,
hanya ditambah dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

c. Rumusan VOS
VOS merumuskan Strafbaar feit adalah suatu kelakukan manusia yang dilarang dan oleh
undang-undang diancam dengan pidana.

d. Rumusan Pompe
Pompe merumuskan Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan
ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan

adalah wagar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesgahteraan



umum.

(Wirjono prodjodikoro,1980hal 121)

Para sarjana Indonesia juga telah memberikan definis mengena tindak pidanaini, yaitu :

a. Karni mendefinisikan tindak pidana sebagal perbuatan yang boleh dihukum.

b. R. Tresnamendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.

c. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.

d. Wirdjnono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagal suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan
“subjek” tindak pidana.

Setelah melihat pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana, maka selanjutnya

dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana.

Istilah tindak dan pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan dan penindak. Artinya ada

orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan tindakan itu dinamakan

penindak. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa sagja, tetapi dalam banyak hal suatu
tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jensi kelamin

Sgja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri,

militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status seseorang

petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barang siapa”, atau seseorang dari suatu
golongan tertentu. Bahwa jika ternyata petindak itu tidak hanya orang sgja melainkan juga

mungkin berbentuk badan hukum.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang

kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau



masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya
untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di
samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila penguasa
tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak
akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesgahteraan dalam

masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan.

Pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan
tindakan-tindakan apa sgja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya
dalam perundang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain dimaksudkan untuk

menegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama

Perlu diketahui bahwa Code Penal sendiri tidak mengatur mengena delik agama, yang ada
hanyalah undang-undang mengenai Godslastering di Negeri Belanda pada tahun 1932 yang
terkenal dengan nama Lex Donner oleh Menteri Donner yang menciptakan undang-undang
tersebut. Undang-undang di Jerman dalam Strafgesetzbuch mencantumkan delik agama dalam
Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki aturan
mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak

mengadakan transfer ke KUHP Indonesia.

Akhirnya tindak pidana penistaan terhadap agama diatur di dalaam Pasal 156 dan 156a, yang

memidanakan barang sigpa dengan sengagja di muka umum mengeluarkan perasaan atau



melakukan perbuatan :

a yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia.

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan

Ketuhanan Y ang Maha Esa

Di negeri Belanda, Jerman dan lain-lain, bahwa ucapan, pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan
yang menggek Tuhan, memiliki peraturan sendiri, suatu Godslasteringswet di samping
peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan delikdelik agama, ataupun pernyataan terhadap

Tuhan, Nabi dan lain-lainnya dituangkan dalam satu ketentuan seperti di Inggris, yaitu

blasphemy.

Selanjutnya Oemar Seno Adji berpendapat, tindak pidana penistaan terhadap agama di Indonesia
sendiri diatur di dalam Pasal 156 dan Pasa 156a KUHP, yang dimasukkan pada tahun 1965
dengan Penpres No. 1 Tahun 1965 ke dalam kodifikasi mengenai delik agama. Namun demikian,
Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Y ang Maha Esa sebagai causa prima, tidak
memiliki suatu aturan terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat di
sini suatu perundang-undangan semacam Godslasteringswet ataupun blasphemous libel di atas.
Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan

atas Ketuhanan Y ang Maha Esa.

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di daam Pasa 156 KUHP, dapat

dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversia, yaitu mengeluarkan pernyataan



perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut,

ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interprestasi otentik.

Dikatakan dalam Pasal 156 KUHP kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan
penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk
yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau
merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP.
Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu ongelukkig adalah pernyataan yang ditujukan
terhadap golongan agama. Selanjutnya Pasal 156a KUHP memidanakan barangsiapa di muka
umum mengel uarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu

agama yang dianut di Indonesia.
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan K etuhanan

Yang Maha Esa.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada
Penpres No. 1 Tahun 1965, di mana dalam Pasal 1 Penpres tersebut melarang untuk dengan
sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-
kegiatan keagamaan yang menyerupal kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan

mana menyimpang dari pokok gjaran agamaitu.

Selanjutnya barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, diberi peringatan dan

diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama menteri



agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau
aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama,
menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai
organisasi/aliran terlarang.

Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih terus melanggar
ketentuan dalam Pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/airan
tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sandaran dari peraturan tersebut adalah
pertamatama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan
penodaan/penghinaan serta garan-garan untuk tidak memeluk agama yang bersendikan

Ketuhanan Y ang Maha Esa

C. Pengertian Kriminologis

Daam memberikan pengertian ataupun rumusan apa yang disebut dengan kriminologi pada
prinsipnya belum terdapat suatu definisi yang sama antara pendapat yang satu dengan pendapat-
pendapat penulis lainnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan para sarjana-sarjana
kriminologi. Namun demikian dalam hal memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan
kriminologi, maka penulis akan mencoba mengemukakan pengertian kriminologi baik ditinjau
dari segi tata bahasa (etimologi) dan juga beberapa pendapat dari para sarjana. Secara etimologi,
kriminologi sebagaimana yang dimuat di dalam buku karangan Ediwarman, yang berjudul
Selayang Pandang Tentang Kriminologi menyebutkan bahwa kriminologi berasal dari dua suku
kata, yaitu Crime = kgjahatan, Logos = ilmu pengetahuan. Jadi kalau diartikan secara lengkap,

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelgjari tentang seluk beluk kejahatan.

Selanjutnya mengenai pengertian kriminologi dapat juga diketahui dari beberapa rumusan yang



dikemukakan oleh beberapa sarjana, antaralain:

1. Menurut Hurwitj, kriminologi adalah, : “ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan
sebagai ggaa masyarakat (Social Phenomenon Sutherland), sekarang ini dimasukkan ke
dalamnya, usaha-usaha untuk mengatasinya (menanggulangi), memperbaiki kelakuan jahat,
memberantas, setidak-tidaknya mengusahakan mengurangi kejahatan atau mencegah
kejahatan.

2. Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa, “kriminologi adalah keseluruhan
keterangan mengena perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara
mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para
anggota masyarakat.

3. Menurut Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan
yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat
dari penjahat, termasuk di dalamnya reaks dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan
para penjahat.

4. Menurut Wilhelm Sauer berpendapat bahwa kriminologi adalah merupakan ilmu
pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya,
sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu:

a.  perbuatan individu
b. perbuatan/ keahatan

5. Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang keahatan dan

kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.

(JE. Sahetapy,1992 hal 7)

Apabila diperhatikan rumusan pendapat-pendapat sarjana tersebut di atas, maka terdapat adanya



satu hal penting yang mempunyai persamaan di mana perumusan itu secara keseluruhan
mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat.
D. Pengertian Penanggulangan K gy ahatan
Serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan keahatan, guna untuk tidak tercapainya
kebutuhannya dengan cara melanggar rnorma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Penanggulangan kejahatan Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan

melalui mass media (influencing views of society on crime and punishment)
Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur
penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non
penal. Berbicara tentang criminal yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan
pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup
perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat
dijatuhkan, baik berupa pidana maupun tindakan. Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan
dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). (Barda Nawawi Arief, 1998

hal 99)



